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ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memberlakukan Hukum Islam
sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pemberlakuan Hukum Islam di Aceh telah berhasil melewati masa sulit yang
panjang. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan memberlakuan Syari’at
Islam di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Syari’at Islam di
Aceh diatur dalam bentuk Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun. Sampai
saat ini Pemerintah daerah Aceh sudah membentuk beberapa Qanun yang berisi
Syari’at Islam dan terkait dengan Hukum Pidana Materiel, dan yang terbaru adalah
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Pada dasarnya Qanun
Aceh hanya diberlakukan bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, akan tetapi
dalam ketentuan Pasal 5 huruf (b) dan (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayah menyatakan bahwa Qanun atau Syari’at Islam harus ditaati pula
bagi mereka yang beraga non-muslim, dengan syarat apabila pelaku non-muslim
tersebut menundukkan diri kepada ganun dan apabila ketentuan yang dilanggar oleh
pelaku belum diatur di dalam KUHP. Permasalahannya dalam penelitian ini adalah
bagaimana cara pemberlakuan Qanun bagi pelaku yang beragama non-muslim, dan
bagaimana sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum ketika
melanggar Qanun Hukum Jinayat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Empiris, artinya
penulis melakukan pengolahan data sekunder terlebih dahulu dalam memecahkan
suatu masalah kemudian melakukan penelitian terhadapa data primer yang
diperoleh di lapangan. Sumber data primer diperoleh dari hasil Observasi dan
Wawancara yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Pelaku Non-
Muslim yang dicambuk. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan metode
Kualitatif.

Berdasarkan . hasil. penelitian . ditemukan . bahwa . Pemberlakuan
Qanun/Syari’at Islam bagi Pelaku Non-Muslim sama saja seperti-memberlakukan
Qanun/Syari’at  Islam  kepada masyarakat ~Muslim umumnya, yang
membedakannya hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah,
pertama apabila pelaku non-muslim tersebut menundukkan diri secara suka rela
terhadap Qanun dan kedua apabila pelanggaran yang dilakukan Pelaku Non-muslim
tersebut belum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan
tetapi di dalam Qanun telah diatur, maka pelaku tersebut harus dihukum dengan
Qanun. Dan sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum ketika
melanggar Qanun ternyata mereka lebih memilih dihukum berdasarkan Qanun dari
pada KUHP, karena Penghukuman dalam Qanun lebih praktis dan cepat selesai,
sehingga pelaku non-muslim tersebut lebih tertarik dihukum dengan Qanun.

KATA KUNCI: Qanun dan Hukum Jinayat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung barat
Indonesia yang memegang teguh nilai keislaman dalam menjalankan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sejak pasca kemerdekaan
masyarakat Aceh menginginkan pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh
diformalkan oleh negara, akan tetapi pemerintah pusat tidak merespons
keinginan tersebut, sehingga masyarakat Aceh berulang kali melakukan
perlawanan terhadap pemerintah pusat (sejak tahun 1953 sampai 1999)
untuk menuntut agar Aceh keluar atau pisah dari NKRI baik dengan cara
referendum atau memerdekakan diri dengan cara konflik bersenjata, setelah
adanya beberapa perlawanan nyata seperti Daarul Islam/Tentara Islam
Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Daud Beureueh, Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) dan lain sebagainya yang menuntut agar Aceh
dimerdekakan barulah pemerintah pusat kemudian memberikan Otonomi
Khusus kepada Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan keistimewaannya
yaitu penerapan Syari’at Islam secara keseluruhan (kaffah).!

Syari’at Islam di Aceh di susun dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang di sebut dengan Qanun. Qanun berasal dari bahasa Yunani

(Kanon) yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur.

! Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, cet.
Ke-1 (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2018), him. 155.



Kemudian Bahasa Arab menyerapnya menjadi Qanun pada masa Khalifah
Turki Utsmani, Sultan Sulaiman | yang dijuluki sebagai pemberi hukum
(bahasa Turki: Qanuni, bahasa Arab: al-Qonuni) karena pencapaiannya
dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.? Secara
gramatikal, kata Qanun berasal dari bahasa Arab dengan asal kata Qaanuun
atau Qanun yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-
undang, atau norma-norma yang telah mapan.®

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Undang-undang inilah yang dijadikan pemerintah daerah Aceh sebagai
dasar filosofis dalam pembentukan Qanun, dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh resmi dijadikan sebagai peraturan yang
harus di taati oleh masyarakat Aceh.

Qanun merupakan istilanh untuk menjelaskan suatu aturan yang
berlaku di tengah masyarakat yang bersifat teritorial yang hierarkinya setara
dengan Peraturan Daerah (PerDa). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka

(8) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

2 1bid., him. 372.

3 Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), him. 1165.



Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, dalam
Undang-Undang ini dikatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-undang di
wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggara
Otonomi Khusus.*

Sampai saat ini Pemerintah daerah Aceh sudah membentuk
beberapa Qanun yang berisi Syari’at Islam dan terkait dengan Hukum
Pidana Materiel yang pernah diberlakukan, yaitu: Qanun Nomor 10 Tahun
2002 tentang Peradilan Syari’at Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003
tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003
tentang Maisir (Perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat
(Mesum), dan yang terbaru adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat. Kehadiran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayah telah menghapuskan ganun-ganun yang
dikeluarkan sebelumnya dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.> Pasal 3
ayat (2) Qanun-Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang jarimah apa saja
yang di atur di dalam Qanun ini;-antara lain;-Khamar, Maisir, Khalwat,
Ikhtilath, zina, (Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan

Musahagah.

4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 74.



Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya Syari’at Islam di
Aceh adalah diperlukannya suatu sistem peradilan tersendiri, yaitu
Mahkamah Syar’iyah.® Mahkamah Syar’iyah merupakan suatu lembaga
yang berfungsi untuk menjalankan Syari’at Islam di Aceh dan
diperuntukkan hanya untuk Masyarakat yang beragama Islam di Aceh.
Akan tetapi ada pengecualian di Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat yang
mengatur bahwa Qanun ini berlaku juga bagi orang yang bukan beragama
Islam, apabila:
1. Melakukan jarimah bersama-sama dengan orang islam
(penyertaan);
2. Memilih untuk menundukkan diri secara suka rela pada Qanun
Hukum Jinayat; atau
3. Melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam
KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam
Qanun Hukum Jinayat.
lahirnya Mahkamah Syar’iyah merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-
Undang Nomor-18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan telah
diperbaharui dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintah Aceh.’
Pada dasarnya Mahkamah Syar’iyah merupakan bagian dari

lingkungan peradilan agama di Indonesia. Kedudukannya sama seperti

® Sufriana dan yusrizal, Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama dalam sistem
Peradilan Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), him. 117.

" Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh..., him. 19.



Pengadilan Agama yang berada di provinsi lainnya, sama-sama memeriksa
memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, akan tetapi
Mahkamah Syar’iyah di Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dari
peradilan agama lainnya, selain mengadili perkara yang menjadi wewenang
pengadilan agama, Mahkamah Syar’iyah juga memiliki kewenangan dalam
bidang jinayah (Pidana Islam) yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah perkara
yang meliputi bidang Ahwal asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Muamalah
(Hukum Perdata), dan Jinayah (Hukum Pidana) yang didasarkan atas
Syari’at Islam.®

Ada tiga jenis hukuman yang disediakan di dalam Qanun Aceh,
yaitu: Hukuman Cambuk, Hukuman denda dan Hukuman Penjara.
Perbandingan antara tiga jenis hukuman ini adalah 1 : 10 : 1, yang artinya
satu kali hukuman cambuk sama dengan denda 10gram emas murni sama
dengan 1 bulan penjara. Bentuk hukuman cambuk merupakan suatu bentuk
penghukuman yang baru diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia,
harapannya dengan lahirnya bentuk hukuman yang baru ini dapat
mengurangi tingkat kriminal atau kejahatan terhadap pelanggaran syari’at

islam di Aceh.®

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 128 ayat (3).

® Mohd. Din, Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia
(Bandung: Unpad Press, 2009), him. 143.



Permasalahannya pada skripsi ini adalah terkait isi dari Pasal 5
angka (2) Qanun Hukum Jinayat, mengatakan bahwa Qanun Aceh berlaku
juga bagi kaum non-muslim apabila dia memilih untuk menundukkan diri
secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat. Yang menjadi pertayaannya
adalah apakah penundukkan diri tersebut benar sebagai pengakuan dan
penghormatannya terhadap Qanun atau hanya sebagai keuntungan bagi
dirinya karena menerima hukuman yang lebih ringan dari pada KUHP.

Salah satu contoh penerapan Qanun bagi pelaku non-muslim terjadi
di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menjatuhkan hukuman cambuk
kepada beberapa pelaku yang melanggar ganun hukum jinayat. Salah
satunya adalah pria non-muslim yang berumur 31 tahun. Setelah diselidiki
pria non-muslim tersebut benar telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1)
ganun Aceh tentang memperjual-belikan minuman Kerasr, sehingga hakim
menjatuhkan putusan hukuman cambuk sebanyak 40 kali cambukan
kemudian dikurangi 4 kali cambukan karena sebelumnya pernah ditahan.
Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ini menimbulkan banyak
perdebatan karena yang dijatuhi-hukuman cambuk disini adalah non-
muslim. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Qanun
ini tentu sebelumnya diberikan pilihan kepada pelaku non-muslim tersebut,
apakah ingin diadili berdasarkan Qanun atau KUHP.

Alasan mengapa penulis mengambil penelitian di Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh karena kota Banda Aceh merupakan ibukota dari

Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan. Pusat kegiatan ekonomi,



politik, sosial dan budaya. Dan kota Banda Aceh merupakan Kota Islam
yang paling tua di Asia Tenggara. Dari pemaparan dan penjelasan latar
belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi
tentang “PILIHAN HUKUMAN BERDASARKAN QANUN BAGI
PELAKU NON-MUSLIM (STUDI ATAS PEMBERLAKUAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian dan latar belakang masalah di atas, maka
dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana Penerapan hukuman berdasarkan Qanun Jinayat bagi pelaku
non-muslim di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum
ketika melanggar Qanun Hukum Jinayat?
C. Tujuan dan Kegunaan/Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai

berikut:



a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman berdasarkan
Qanun Hukum Jinayah bagi pelaku non-muslim di Banda Aceh.

b. Untuk menganalisis bagaimana sikap pelaku non-muslim dalam
menetukan pilihan hukum ketika melanggar Qanun Hukum Jinayat.

c. Untuk memperkuat Penelitian sebelumnya yang ada pada telaah
pustaka nomor empat pada skripsi ini, yaitu penelitian yang
dilakukan Ahmad Bahiej dkk tentang Respon Minoritas terhadap
Pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri

dari dua aspek, yaitu:

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan keilmuan yakni ilmu-hukum pada umumnya, serta
menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum
pidana istam, dan untuk memperkuat Penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Ahmad Bahiej, dkk tentang respon minoritas
terhadap pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna bagi pihak

pemerintah yaitu Dinas Syari’at Islam NAD (Nanggroe Aceh



Darussalam) khususnya di Kota Banda Aceh. Dalam penerapan
hukuman berdasarkan Qanun bagi pelaku non-muslim.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan
toeri terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang
segera dilakukan, lalu menyusun literatur secara teratur dan rapi untuk
diperlukan dalam penelitian. Adapun kajian yang hampir sama dengan
masalah yang penyusun teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Sherly Herdiyanti dengan judul
“Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun di Bidang
Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”? membahas tentang keefektivan
penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran Qanun di bidang
maisir. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan hukuman cambuk
tentang maisir di kota Banda Aceh belum cukup efektiv, karena dilihat dari
angka statistik pelaku maisir yang terjadi sejak tahun 2011 sampai 2014
mengalami peningkatan. Dalam hal ini berbeda dengan yang penulis teliti,
meskipun sama-sama membahas tentang penerapan hukuman bagi
pelanggar Qanun akan tetapi pelakunya berbeda, penulis membahas tentang

pilihan hukuman bagi pelaku non-muslim yang melanggar Qanun Jinayat.

10 Sherly Herdiyanti, “Penerapan Sanksi Pidana cambuk Terhadap Pelanggar Qanun di
bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas hasanuddin
Makasar (2015).



10

Kedua, skripsi yang disusun oleh Willy Purnama Sari dengan judul
“Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana Minum-
Minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh”!!
membahas tentang adanya perbedaan antara hukum Nasional dan hukum
Islam yang diterapkan di Aceh serta mempertanyakan bagaimana
kefektivan regulasi hukuman cambuk bagi pelaku khamar dan maisir di
Kota Langsa Aceh. Pengkajian terhadap bahan dan data yang terkumpul,
menunjukkan bahwa regulasi hukuman cambuk telah membawa perubahan
pada sistem peradilan di Aceh khususnya bagi peminum minuman keras
(khamar) dan judi (maisir). Dikarenakan hukuman cambuk memberikan
efek jera dan menimbulkan luka fisik juga efek psikologis rasa malu yang
mendalam. Sementara penulis berfokus pada kajian tentang mengapa
pelaku non-muslim yang melanggar Qanun Jinayat di Banda Aceh lebih
memilih hukuman berdasarkan Qanun dari pada KUHP.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Husaini dengan judul “Cambuk
Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan
Hukum = Adat Aceh)”*? membahas-tentang adanya pro dan-kontra terhadap
pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap melanggar hak
asasi manusia serta merupakan hukuman yang kejam. Pada skripsi ini

penulisnya mempertanyakan apa latar belakang dijadikannya hukuman

11 Willy Purnama Sari, “Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana
Minum-minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

12 Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan
Hukum Adat Aceh),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta (2012).
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cambuk sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari’at islam. Hasil
penelitiannya adalah cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman karena
melihat dari sejarahnya, yaitu pada masa Sultan Iskandar muda (1607-
1636). Ketika itu Sultan Iskandar Muda pernah menghukum puteranya yang
bernama Meurah Pupok dengan hukuman cambuk karena telah melanggar
hukum adat Aceh yaitu berzina dengan salah seorang istri pengawal istana
sultan, sultan menghukum dengan hukuman cambuk karena sesuai dengan
perintan Allah SWT yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Berbeda
dengan yang penulis teliti, penulis meneliti tentang bagaimana penerapan
hukuman berdasarkan Qanun Hukum Jinayat bagi pelaku non-muslim di
Kota Banda Aceh dan mengapa pelaku non-muslim menundukkan diri pada
Qanun.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bahiej dkk dengan
judul “Respon Minoritas terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”** membahas tentang tanggapan para
tokoh,agama non-muslim terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat
dan apakah ada- penyertaan dari- pihak minoritas (non-muslim) dalam
penyususnan Qanun Hukum Jinayat. Berbeda dengan yang penulis teliti,
walaupun sama-sama membahas tanggapan non-muslim terhadap

pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat akan tetapi pada penelitian ini penulis

13 Ahmad Bahiej dkk, “Respon Minoritas terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah,” Laporan Penelitian Unggulan Nasional, 2016.
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meneliti kepada pelaku yang beragama non-muslim sedangkan pada
penelitian terdahulu meneliti kepada tokoh agamanya.

. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang mengapa
pelaku non-muslim lebih memilih hukuman berdasarkan Qanun dari pada
KUHP penulis menggunakan salah satu teori tentang Hukum Pidana, yaitu:

Teori Tujuan Pemidanaan

Secara umum, tujuan pemidanaan memiliki tiga teori dasar, yaitu
teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun dalam
perkembangannya para ahli menemukan satu teori tambahan, yaitu teori
kontemporer. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Teori Absolut, teori ini memaparkan bahwa pembalasan adalah
legitimasi  pemidanaan. = Pembalasannya terbagi  menjadi,
pembalasan subyektif (pembalasan kesalahan pelaku) dan
pembalasan obyektif (pembalasan terhadap perbuatan apa yang
telah dilakukan oleh. pelaku). Tokaoh dari Teori.ini adalah Imannuel
Kant, Hegel, Hebart, dan Julius Stahl.

Teori Relatif, - teori ini-dapat dikatakan juga.dengan teori tujuan
teori relasi. Tujuan Pemidanaan menurut teori ini adalah untuk
penegakkan ketertiban masyarakat dan juga mencegah kejahatan.
Pencegahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Pencegahan Umum
(Adanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap sesorang yang

melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain
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untuk tindak berbuat jahat) dan Pencegahan Khusus (upaya agar
pelaku tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan).

Teori Gabungan, teori ini merupakan gabungan dari pembalasan
dan ketertiban masyarakat. Tokoh dari teori ini adalah Vos,
Zevenbergen, dan Simons. Pada intinya teori ini menganggap bahwa
pemidanaan berupaya untuk melakukan tindakan pembalasan
namun bertujuan untuk melindungi tertib hukum.

Teori Kontemporer, dalam teori ini ada beberapa tujuan
pemidanaan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera
bagi pelaku (deterrence effect), rehabilitasi, artinya pelaku harus
diperbaiki ke arah yang lebih baik agar dapat diterima kembali oleh
masyarakat, dan pengendalian sosial. Dengan adanya teori ini
memunculkan adanya tujuan pemidanaan yang baru, yaitu
restorative justice. Artinya keterlibatan pelaku, korban, dan pihak
lain yang terlibat dalam upaya untuk pemulihan kembali keadaan
semula bukan pembalasan.**

F. Metode Penelitian
Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara
tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang

14 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip- Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2014), him. 31-37.
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hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.'® agar mempermudah
dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka penyusun menyajikan
beberapa hal terkait metode penelitian yang digunakan oleh penyusun
diantaranya:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan
(field research), dimana sumber data ditemukan di lapangan kemudian
dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk dapat
menarik kesimpulan yang benar dan akurat. Objek yang menjadi sumber
data dalam penelitian ini adalah Hakim/Panitera Muda Jinayat
Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dan pelaku non-Muslim yang
dicambuk.
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik
yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui
pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan
dan selanjutnya diberi penilaian.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah cara yang digunakan untuk

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih

15 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk IImu-llimu Sosial, (Jakarta:
salemba humanika, 2010), him. 3.
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dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian
terhadap data primer dilapangan. Penggunaan dari metode yuridis
empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan
penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Mahkamah
Syar’iyah Kota Banda Aceh dan pelaku non-Muslim yang dicambuk
terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam
menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini.
4. Sumber data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama
baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau
observasi.'® Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi
wawancara dan observasi yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah
Kota Banda Aceh dan pelaku non-Muslim yang dicambuk.
b, Sumber Data Sekunder
Sumber  Data sekunder adalah ‘bahan —hukum dalam
penelitian yang ‘diambil dari studi kepustakaan.'” Sumber data

sekunder dalam penelitian ini dapat berupa peraturan perundang-

16 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Remaja Rosda
Karya, 1993), him. 215.

17 Maria SW, Sumardjono, Metodologi Penelitian IImu Hukum, (Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada, 2004), him. 70.
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undangan, buku, jurnal, dan dokumentasi yang relevan dengan
penelitian ini.
c. Sumber Data Tersier
Sumber Data Tersier berupa sumber selain sumber data
primer dan sekunder yaitu website, kamus atau sumber lain yang
berkaitan erat dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita terperinci, analisis
dan interpretasi fenomena.’® penyusun mengumpulkan data dengan
cara:
a. Observasi
Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan
melihat, mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat
digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
b. Wawancara
Wawancara dalam pengumpulan‘data dimaksudkan untuk
mendalami lebih lanjut dan memperoleh data atau info sebanyak
mungkin® suatu‘kejadian <dan/ atau. kegiatan subjek penelitian.
Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya

jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan

18 Uhar Saharsaputra, Metode Penelitian, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), him. 208.
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pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan

pewawancara untuk memperoleh informasi.*®
6. Teknis analisa data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data

kualitiatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data
secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data
kualitiatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan unit
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.?°

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara
keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka
disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang akan
menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah-pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat
penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta

sistematika pembahasan.

19 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek ..., him. 7.

20 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), him.247.
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Bab kedua membahas tentang Penjabaran Kerangka Teoritik yang
terdapat pada bab pertama dan Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Aceh
yang dibagi menjadi dua sub pembahasan. sub pertama membahas tentang
pengertian tujuan pemidanaan dan jenis-jenis teori tujuan pemidanaan dan
sub bab kedua membahas tentang sejarah pemberlakuan hukum islam di
Aceh.

Bab ketiga membahas tentang Kedudukan Non-Muslim dalam
Qanun Aceh yang terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pertama berisi
tentang gambaran umum (monografi) wilayah kota Banda Aceh dan sub bab
kedua membahas tentang Pemberlakuan Qanun Aceh terhadap masyarakat
non-muslim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

Bab keempat membahas dan menganalisis tentang Pilihan Hukuman
berdasarkan Qanun bagi Pelaku Non-Muslim yang terdiri dari dua sub
pembahasan. Sub pertama menjelaskan tentang tatacara Penerapan
hukuman berdasarkan Qanun Jinayat bagi pelaku non-muslim di Banda
Aceh. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang alasan pelaku non-muslim
lebih memilih hukuman berdasarkan Qanun dari pada KUHP.

Bab kelima Penutup, Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari
permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi
saran-saran yang berguna demi kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang

hukum pidana islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang beragama
non-muslim berdasarkan ganun hukum jinayah pada dasarnya memiliki
kesamaan seperti penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang beragama
Islam. perbedaannya hanya saja ada penawaran proses penghukuman
apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku yang beragama non-
muslim. Penawaran proses hukum tersebut terjadi apabila pelanggaran
yang dilakukan pelaku non-muslim di atur di dua produk hukum, yaitu
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Qanun Aceh. Jika
pelanggaran seperti ini terjadi maka penegak hukum akan menawarkan
pilihan hukuman bagi si pelaku non-muslim, antara memilih dihukum
berdasarkan KUHP atau Qanun Hukum Jinayah. apabila pelanggaran
yang dilakukan pelaku non-muslim tersebut tidak di atur dalam KUHP
akan tetapi di atur dalam Qanun Hukum Jinayah maka mau tidak mau
pelaku non-muslim harus di hukum sesuai Qanun Hukum Jinayah. salah
satu contoh jarimah yang tidak di atur dalam KUHP akan tetapi di atur
dalam Qanun hukum Jinayah adalah Ikhtilath (bermesraan). Hal ini
dapat dibuktikan dengan merujuk pada Qanun Aceh Pasal 5 huruf (b)
dan (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

2. Setelah melihat beberapa kasus pelanggaran syari’at islam yang terjadi

di Aceh khususnya Kota Banda Aceh, tidak menutup kemungkinan
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pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku yang beragama non-
muslim. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ada 4 (empat) kasus
pelanggaran Syari’at Islam yang dilakukan oleh pelaku yang beragama
non-muslim. Kasus pelanggaran syari’at islam yang sering melibatkan
pelaku/masyarakat yang beragama non-muslim terkait dengan kasus
Jarimah Khamar (memperjual-belikan minuman keras). Hal ini dapat
dibuktikan dengan melihat dari ke-empat kasus diatas, ada dua
pelanggaran tentang Jarimah Khamar. Setelah penulis melakukan
wawancara dengan ke-empat pelaku di atas sikap pelaku non-muslim
dalam menentukan pilihan hukum ketika melanggar Qanun Hukum
Jinayat ternyata mereka lebih memilih dihukum dengan Qanun Hukum
Jinayat dari pada KUHP, dengan alasan karena lebih praktis dan lebih
cepat selesainya dibanding jika dihukum dengan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), didalam Qanun Hukuman yang disediakan
adalah Hukuman Cambuk sehingga cepat selesainya sedangkan didalam
KUHP hukuman yang disediakan adalah. Penjara atau denda yang
memakan waktu cukup lama.
B. Saran

Adapun saran yang penyusun berikan adalah:

1. Kepada seluruh masyarakat Aceh untuk mentaati peraturan yang telah
disusun dan diundangkan oleh pemerintah yang berwenang agar

terciptanya daerah yang aman,nyaman dan tentram.
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2. Kepada pemerintah Aceh khususnya para penegak hukum agar lebih
mempertimbangkan dalam memberlakukan Qanun/Hukum Jinayah
kepada masyarakat yang beragama non-muslim, agar tidak muncul isu

ketimpangan agama di daerah Aceh Khususnya di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
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